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 BAB II 

KAJIAN BUNGA BANK DAN WADI’AH 

 

A. Kajian Bunga Bank Oleh Fuqaha 
 

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang 

dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak 

dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika 

pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (interest 

bank) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial 

yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.1 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam 

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru 

dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan 

serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi 

kredit dan menciptakan uang.2 

Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang 

bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan 

kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan, dengan sistem 

bunga.3 

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik 

dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara 

1 Muhammad Zuhri, Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, cet. I (Jakarta: 
Raja Grafindo, 1996), hlm. 4.  
2 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 
Husada, 1996), hlm. 39-40  
3Djejen Zainudin dan Suparta, Fiqh,  (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 71  
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dimana pun yang tidak mempunyai perusahan bank, karena bank dapat melancarkan 

segala perhubungan dan lebih menjamin selamatnya pengiriman. Tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan 

keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar 

dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar 

dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. 

Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah 

tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau 

keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank 

dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi 

konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan 

tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya 

yang layak bagi proses produksi.4 

Jadi selisih bunga itulah keuntungan bank. Sehingga bunga  merupakan suatu 

masalah yang tidak dapat dilepaskan dari perusahan bank dunia (umum). Mengenai 

kedudukan bank tersebut, Moh.Hatta mengatakan bahwa sampai saat ini berbagai 

ulama ada yang mengharamkan pemungutan bunga. Dengan larangan itu maka 

hilanglah sendi tempat bank berdiri. Kalau bunga tidak boleh dipungut, maka tidak 

dapat pula orang Islam untuk mendirikan bank. Lebih lanjut ia juga berpendapat, ada 

pula ulama yang mengatakan, bahwa memungut rente itu merupakan perbuatan yang 

tidak terpuji, tetapi apabila masyarakat mengkehendakinya, rente itu dibolehkan 

juga. Hal seperti ini menimbulkan pemahaman masyarakat tentang sifat hukum 

4 M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,alih bahasa Nastangin(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 
1997),  hlm. 120  
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dalam Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar baiknya dari 

pada buruknya, hukumnya menjadi harus, pekerjaan seperti itu diperbolehkan.5     

Sementara Mirza Nurul Huda sebagaimana dikutip oleh A.Chatib,  

memaparkan, bahwa satu segi kegiatan yang terpenting dari bank perdagangan 

adalah menerima titipan uang dari orang-orang dan meminjamkan dengan jangka 

pendek kepada orang lain guna menegakkan perdagangannya yang direncanakan. 

Oleh karena itu, maka bunga bank berdiri dan ada untuk mencari keuntungan. 

Apabila kita menghapus bunga sebagaimana yang diwajibkan oleh negara Islam 

maka bagaimana bank akan bekerja.6            

Dalam Islam telah mengharamkan adanya riba. Masyarakat masa awal Islam 

belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam 

menanggapi fenomena ini, terjadi pebedaan pendapat. Beda pandangan dalam 

menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan–kesimpulan hukum yang berbeda 

pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu’amalah 

dengan bank.   

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon dua 

organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, 

yaitu Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail-nya dan Muhammadiyah dengan 

Majlis Tarjih-nya. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini 

telah beredar dalam kalangan umat Islam di antaranya adalah keputusan Mu’tamar 

NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi’ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 

204, dan hasil sidang Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.  

5 Fuad M Fahruddin, Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi, (Bandung: al-Ma’arif, 1985), hlm.21  
6 A. Chotib, Bank dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962),  hlm. 16  
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Telah menjadi sebuah pertanyaan besar masalah bunga bank ini dalam 

mu’tamar NU terjadilah pembahasan yang begitu panjang tentang bagaimana hukum 

menitipkan uang dalam bank, hingga  kemudian pemerintah menetapkan pajak 

kerena alasan mendapatkan bunga. Halalkah bunga itu? Dan bagaimana hukumnya 

menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanan saja dan tidak menginginkan 

bunga? Jawaban dari pertanyaan tersebut diambil dengan merujuk pada keputusan 

Mu’tamar  NU  II  di Surabaya pada tanggal 12 Rabi’ah as-Sani 1346 H atau 9 

Oktober 1927 No. 28. yang memutuskan bahwa hukum bunga bank dan 

sehubunganya itu sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan dalam mu’tamar 

tersebut. 

Di antara hasil keputusan Mu’tamar NU II di Surabaya, tentang gadai telah 

menghasilkan tiga pendapat yaitu: 

a.       Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente). 

b.      Halal: sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal 

bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat. 

c.       Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih terjadi 

selisih pendapat.7 

Sebagai catatan penting dalam keputusan mu’tamar tersebut bahwa  untuk 

lebih berhati-hati ialah dengan mengambil pendapat pertama yakni  yang telah 

mengharamkannya. Adapun menitipkan uang dalam bank karena untuk keamanannya 

saja hukumnya makruh, dengan syarat apabila telah diyakini kalau uang tersebut 

akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan  dengan ajaran agama. 

7Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, Ahkam al-Fuqaha’ fi al-Muqarrarat Mu’tamarat Nahdatu al-Ulama’,  
(Semarang: Toha Putra, t.t.), I:22. sebagai perbandingan lihat Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, Ahkam al-
Fuqaha’ fi al-Muqarrarat Mu’tamarat Nahdatu al-Ulama’, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 71. 
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Sementara keputusan Munas ‘Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 

Januari 1992. Mengenai keputusan hukum bunga Bank ditempuh melalui prosedur 

yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Muktamar NU XII di 

Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut : 

a.       Haram, kerena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak 

b.      Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba 

c.       Subhat, kerena masih belum jelas 

Sementara itu, salah satu respon dari Muhammadiyah melalui keputusan 

Majlis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur tentang masalah–masalah fiqh 

kontemporer (khususnya mengenai bunga bank) telah dilakukan dengan cara 

berijtihad. Dalam berijtihad Majlis Tarjih menempuh tiga metode: 

1.      Ijtihad Bayani, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam 

nash al-Quran dan al-Hadis 

2.      Ijtihad Qiyasi, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya 

dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Quran dan al-Hadis 

3.      Ijtihad Istislahi, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat 

dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan 

atas kemaslahatan. 

Dalam menetapkan hukum bunga bank, Majlis Tarjih mangaitkannya dengan 

masalah riba, apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak?, untuk memastikan 

jawaban tersebut, Majlis Tarjih menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya.8 

Bagi Muhammadiyah ‘illat diharamkannya riba adalah adanya pengisapan 

atau penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau 

‘illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya 

8 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah,cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 
1995 ),  hlm. 64  

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 

riba. Sebaliknya kalau ‘illat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan 

riba, kerana itu tidak haram.9 

Bagi  Muhammadiyah ‘illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada 

bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah 

haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun 

bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara pada para nasabahnya atau 

sebaliknya, termasuk perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara 

mutlak.10 

Dari diskripsi di atas nampak bahwa kedua organisasi tersebut mempunyai 

konsep yang berbeda bahkan berseberangan.Namun, keduanya mempunyai sisi 

kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implimentasinya juga 

berbeda.Perbedaan tersebut terjadi karena adanya sudut pandang yang 

mempenagruhinya dalam menetapkan hukum tersebut. 

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri  

kembali permasalahan-permasalahan hukum bunga bank tersebut menurut pendapat 

Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail-nya dan Muhammadiyah dengan Majlis 

Tarjih-nya, dengan titik tekan pada permaslahan dasar yang melatarbelakangi dari 

perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan 

keputasan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya,  

 

 

 

 

9Ibid., hlm. 125-126.  
10 Urain selengkapnya dapat dilihat dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majlis Tarjih 
Muhammadiyah, (Yogyakarta: Persatuan, t.t), hlm 304-307  
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B. Wadi’ah 
 

1. Wadi‘<ah 

a. Pengertian Wadi<‘ah 

Yang dimaksud dengan Al-Wadi<’ah adalah sesuatu yang dititipkan 

(ditinggalkan) baik berupa uang atau lainnya, kepada orang yang akan 

menjaganya agar mengembalikan kepada orang yang menitipkannya kapan 

saja dia memintanya. Wadi<’ah itu termasuk dalam jenis amanat, dan hukum 

wadi<’ah itu berbeda menurut kondisinya. Terkadang wajib seorang muslim 

untuk menerimanya, seperti ketika ada seorang muslim harus menjaga harta 

saudaranya, dimana saudaranya tidak mendapati orang lain yang bisa untuk 

menjaganya kecuali dirinya. Dan terkadang menerima wadi<’ah itu sunnah 

hukumnya, hal itu terjadi apabila ada orang yang meminta dirinya untuk 

menjaga sesuatu dan dia dengan senang hati mampu menjaganya, karena itu 

termasuk tolong menolong dalam kepajikan yang diperintahkan oleh Allah.11 

Menurut Sayid Sabiq bahwa penetipan barang  adalah merupakan amanah 

yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk 

memelihara serta mengembalikannya pada saaat dikehendaki atau diminta 

oleh pemilik. Kalau dianalisis dari pengertian penitipan barang sebagaimana 

di ungkapkan di atas, makan akan terlihan bahwa penitipan barang 

merupakan “perjanjian riil”, dikatakan sebagai perjanjian riil disebabkan kata-

kata “sesuatu yang ditinggalkan”, yang mana dalam kata sesuatu disini, 

berarti berwujud barang/benda. Dalam suatu perjanjian riil, timbulnya 

hubungan hukum  setelah dilakukannya perbuatan riil atau nyata, dalam hal 

11 Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslimin (Surakarta: Insan Kamil, 2011), 684 
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penitipan barang ini tentunya perbuatan riiltersebut dinyatalaksanakan/di 

realisasikan dalam bentuk “menyerahkan suatu barang”. Dengan sendirinya 

kalaupun perjanjian penitipan barng sudah diikat/diadakan, akan tetapi tidak 

diikuti dengan tindakan penyerahan banrng yang dititipkan, maka hubungan 

hukum tidak terjadi.12 

 

b. Dasar Hukum Wadi<‘ah 

1. Adapun yang menjadi dasar hukum penitipan barang ini dapat 

didasarkan dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an 

surat Al-Baqarah ayat: 283. 

ذِي اؤْتمُِنَ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولمََْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا فَـلْيُـؤَدِّ الَّ 
 يمٌ يَت اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِ أمََانَـتَهُ وَلْ 

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidakmendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang jaminan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, 
karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. ’’(al-baqarah ayat 283).13 

 
Dari ketentuan hukum yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa 

dalam perjanjian penitipan barang itu dibolehkan, dengan perkataan lain 

bahwa penitipan dan penerimaan barang titipan hukumnya adalah “Jaiz” atau 

“boleh”. Namun demikian meskipun hukum penitipan dan penerimaan titipan 

hukumnya Jaiz, bagi pihak penerima titipan ada  beberapa alternatif hukum 

12 Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: sinar grafika 1993), 69. 
13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an 
(Bandung: CV Haekal Media Centre, 2007), 49. 
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penerimaan barang titipan ini baginya, menurut Sulaiman Rasyid ada tiga 

hukum yaitu sebagai berikut: 

1. Dihukumkan sebagai Sunat (yaitu apabila penitipan barang itu diterima 

maka ia berpahala dan apabila ditolak tidak berdosa) apabila piahak 

penerima titipan berkeyakinan bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk 

menjaga barang titipan sebagai mana mestinya. 

2. Dihukumkan sebagai Haram (yaitu diterima berdosa dan tidak diterima 

berpahala) apabila siperima titipan tidak mampu menjaga barang titipan 

sebagaimana mestinya. 

3. Dihukumkan sebagai Makruh (yaitu berpahala apabila tidak diterima dan 

tidak berdosa apabila diterima) apabila sipenerima merasa mampu untuk 

menjaga barang titipan itu, akantetapi dia (menerima titipan) marasa was-

was apakah nantinya dia dapat berlaku amanah terhadap barang titipan 

yang diamanahkan kepadanya.14 

 

Akad wadi<’ah dimasyrukkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah 

dalam surat An-Nisa’ ayat 58. 

نَّ  نَالنَّاسِأنَْـتَحْكُمُواباِلْعَدْلإِِ عِمَّايعَِظُكُمْبِهِإِنَّاللَّهاللَّهَنِ إِنَّاللَّهَيَأْمُركُُمْأنَْـتُـؤَدُّواالأَْمَاناَتإِِلىَٰأَهْلِهَاوَإِذَاحَكَمْتُمْبـَيـْ
 كَانَسَمِيعًابَصِيراً

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. ’’ (an-Nisaa’: 58)15 

 

14Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: sinar grafika 1993), 70. 
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-
Qur’an (Bandung: CV Haekal Media Centre, 2007), 87.  
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2. Adapun yang menjadi dasar hukum wadi<‘ah atau penitipan barang ini 
dapat didasarkan dalam ketentuan hukum yang terdapat dalamHadits 
H.R. Bukhari no: 2250 sebagai berikut: 

 
ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ  ثنَيِ سُلیَْ حَدَّ ِ قاَلَ حَدَّ  مَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ یحَْيَ عَبْدِ اللهَّ

ُ عَنْھُ یَقوُلُ سُئلَِ  عَنْ یَزِیدَ مَوْلىَ الْمُنْبعَِثِ أنََّھُ سَمِعَ زَیْدَ بْنَ خَالدٍِ رَضِيَ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقطََةِ فزََعَمَ أنََّھُ قَ  الَ اعْرِفْ عِفاَصَھاَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

فْھَا سَنَةً یَقوُلُ یَزِیدُ إنِْ لمَْ تعُْرَفْ اسْتنَْفقََ بھِاَ صَاحِبھُاَ  وَوِكَاءَھاَ ثمَُّ عَرِّ
 ِ وَكَانَتْ وَدِیعَةً عِنْدَهُ قاَلَ یحَْیىَ فھَذََا الَّذِي لاَ أدَْرِي أفَيِ حَدِیثِ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  مَ ھوَُ أمَْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثمَُّ قاَلَ كَیْفَ ترََى فيِ ضَالَّةِ صَلَّى اللهَّ
ئْبِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خُذْھاَ فإَنَِّمَا ھِيَ لكََ أوَْ لأِخَِیكَ أوَْ للِذِّ الْغَنمَِ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

فُ أیَْضًا ثمَُّ قاَلَ كَیْفَ ترََ  بلِِ قاَلَ فقَاَلَ قاَلَ یزَِیدُ وَھِيَ تعَُرَّ ى فيِ ضَالَّةِ الإِْ
 دَعْھاَ فإَنَِّ مَعَھاَ حِذَاءَھاَ وَسِقاَءَھاَ ترَِدُ الْمَاءَ وَتأَكُْلُ الشَّجَرَ حَتَّى یجَِدَھاَ رَبُّھَا

 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah 

berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari 
Yazid, maula Al Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid 
radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya 
tentang barang temuan. Maka Beliau bersabda: Kamu kenali tutup 
bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun. Yazid 
berkata: Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka dapat digunakan 
oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya. Yahya berkata: 
Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadits 
yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau hanya 
perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: Bagaimana 
tentang menemukan kambing? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu 
atau serigala. Yazid berkata: Untuk kambing juga diumumkan dahulu. 
Kemudia orang itu bertanya lagi: Bagaimana tentang menemukan unta. 
Yazid berkata; maka Beliau menjawab: Biarkanlah unta itu, karena ia 
selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa 
hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh 
pemiliknya.16 

 
 

c. Hukum Menerima  Barang Titipan  

tidak semua orang atau jasa penitipan barang bisa dipercaya untuk 

menerima  barang titipan, kecuai orang atau jasa penitipan barang yang 

16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an 
(Bandung: CV Haekal Media Centre, 2007),  
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memiiki komitmen dan tanggungjawab yang tinggi, oleh sebab itu hukum 

menerima barang titipan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Sunnah, disunnahkan menerima barang titipan bagi orang yang 

percaya pada dirinya bahwa dia sanggup menjaga baranga-barang 

yang dititipkan kepadanya. Wadi<‘ah adalah salah satu bentuk tolong 

menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur’an, tolong 

menolong secara umum hukumnya sunnah. Ha ini dianggap sunnah 

menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula 

menerima titipan. 

2. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang 

percaya bahwa sanggup menerima dan menjaga barang-barang 

tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun dapat dipercaya 

untuk memelihara barang-barang tersebut.  

3. Haram, apabia seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup 

memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-

barang titipan, bererti memberikan kesempatan atau peluang kepada 

kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan 

menyuitkan pihak yang menitipkan.17 

4. Makruh, bagi orang yang percaya pada dirinya sendiri, bahwa dia 

mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) 

pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan 

menerima barang-barang titipan sebab dikawatirkan dia akan 

berkhiyanat terhadap yang menitikan dengan cara merusak barang-

barang titipan atau menghilangkannya. 

17Ismail Nawawi, fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 207. 
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d. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan 

Jika seseorang yang menerima titipan menganku bahwa benda-

benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan dirinya, maka 

ucapannya harus disertai dengan sumpah supanya perkaannya itu kuat 

kedudukannya menurut hukum, namun Ibn al-Mundir berpendapat bahwa 

orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum 

tanpa dibutuhkan adanya sumpah. 

Menurut Ibn Taimiyah apabila seseorang memelihara benda-benda 

titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara 

harta yang dia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima 

barang titipann tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibn Taimiyah ini 

berdasarkan  Asar  (ucapan sahabat) bahwa Umar r.a perna meminta 

jaminan kepada Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang pada 

Anas bin Malik r.a diyatakan hilang sedangka harta Anas r.a sendiri masih 

ada.18 

Orang yang meniggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-

benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak 

dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan 

yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan 

tulisanya sendiri, yang berisi dengan adanya pengakuaan benda-denda 

titipan, maka surat tersebut dijadiakan pegangan karena tulisan dianggap 

sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis sendiri oleh dirinya 

sendiri.  

18 Hendi Suhendi, fiqih Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 185 
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Bila seseorang memerima benda-benda titipan, sudah sangat lama 

waktunya sehingga tia tidak mengetahui di mana atau siapa pemilik 

benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara 

yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka 

benda-benda titipan tersebut dapat digunaka untuk kepentingan agama 

Islam, dengan pendahuluan hal-hal yang paling penting diantara masalah-

masalah yang penting.   

 

e. Macam-macam Wadi<‘ah 

Secara umum terdapat dua jenis Wadi<’ah, yaitu Wadi<’ah Yad al-

Amanah dan Wadi<’ah Yad Al-ad{hamanah. 

1. Wadi<’ah Yad al-Amanah adalah wadi<’ah jenis ini memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan 

digunakan oleh penerima titipan. 

b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang 

bertugas dan berkewajiban untuk menjaga untuk menjaga barang 

yang dititipkan tanpa oleh memanfaatkan. 

c. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk 

membebankan biaya kepada yang menitipkan. 

d. Meningat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang 

memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe di 

fosit box. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

2. Wadi<’ah Yad al-ad{hamanah adalah wadi<’ah jenis ini memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan 

oleh yang menerima titipan. 

b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut 

tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada 

keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat 

kepada si penitip. 

c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.19 

Prinsip Wadi<’ah Yad al-ad{hamanah inilah yang secara luas 

kemudian diamplikasikan kedalam lembaga keuangan syariah dalam 

bentuk produk-produk pendanaan yaitu Giro (Current Account) 

wadi<’ah dan Tabungan (Saving Account) wadi<’ah.20 

 

f. Pendapat Para Ulama’ 

Berkaitan dengan sifat akad wadi<‘ah (titipan) sebagai akad yang 

bersifat amanah, yang imbalanya  hanya mengharap ridho Allah, para 

ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan akad wadi<‘ah 

(titipan) dari sifat amanah menjadi al-ad{amanah (ganti rugi). Para ulama 

fiqh  mengemukakan beberapa pendapat kemungkinan pendapat tentang 

hal ini.21 

1. Seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak tidak 

berusaha mencegahnya, padahal ia mampu , maka ia dianggap 

19 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2012), 283. 
20 Ibid.284 
21 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 248. 
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melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan 

kewwajiaban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi 

(ad-daman)  

2. Barang titipan oleh pihak kedua kepada oang lain (pihak ketiga) 

yang bukan kelluarga dekat dan bukan pula menjadi 

tanggungjawabnya. Apabila barang itu hiang atau risak, dalam 

kasus seperti ini, orang yang dititipi dikenaka ganti rugi. Sebuah 

contoh, amin menitipkan mobilnya kepada alim. Kemudian alim 

menitipkan mobil itu kepada salamun. Menurut ulama Hanafiyah 

dan Hanabiah, alim dikenakan ganti rugi, karena kewajiban 

memelihara mobil itu menjadi tanggungjawabnya.  

Menurut istilah syariah al-wadi<‘ah dijelaskan para ulama sebagai berikut: 

a. Menurut Al-Jaziri (tt 248-249) mengemukakan beberrpa pendapat 

para imam madzhab, diantaranaya adalah Malikiyah, al-wadi<‘ah 

memiliki dua arti, arti pertama , “ibarat perwakilan untuk 

pemeliharaan harta secara mujarab”, arti kedua, “ ibarat pemindahan 

pemeliharaan sesuatu yang memiliki secara mujarat yang sah 

dipindahkan kepada penerima titipan”. 

b. Menurut Hanafiyah, al-wadi<‘ah  berartial-ida’ yaitu ibarat seseorang 

menyempurnakan  harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas’. 

Makna yang kedua al-wadi<‘ah adalah sesuatu yang dititipka yaitu 

sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercara supaya dijaganya’.  

c. Menurut Syafi‘iyah, yang dimaksud dengan al-wadi<‘ah adalah akad 

yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan  
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d. Menurut Hanabilah, yaitu yang dimaksud dengan al-wadi<‘ah ialah 

titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru<’). 

e. Menurut Zuhaily (1989: 37-38), wadi<‘ah adalah pemberian mandat 

untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara 

tertentu. 

Dari definisi-definisi al-wadi<‘ah tersbut, dapat dipahami bahwa al-

wadi<‘ah adalah transaksi pemberian mandast dari seseorang yang 

menitipka sesuatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana 

mestinya. Dalam bisnis moderen wadi<‘ah berkaitan dengan penitipan 

modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro, maupun deposito. 


